- /NPPBKC" .

- LAMPIRAN'1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

. NOMOR- 78 /PMKO011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
~. DAN . TARIF . CUKAI HASIL
. 'TEMBAKAU . . "TERHADAP
S BENGUSAHA 7 PABRIK HASIL -
. TEMBAKAU - YANG . . MEMILIKI
- "HUBUNGAN KETERKAITAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

P ,j;";_;;K.EMENTh,RIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONF‘SIA
" DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI -

- Nomor : (B | . : e (2)

Yth.
Nama-

Alamat
KESIMPULAN SEMENTARA HASIL PENELITIAN
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK I—IASIL TEMBAKAU

Berdaﬁ‘.ark’n hasil penehtlan dengan ini Kami- sampalkan kesimpulan sementara

bahwa perusahaan Saudara memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek

- -:permodalan/ . manajemen kunci/ periggunaan bahan baku berupa- tembakau iris

- (TIS)/ hubungan. keluarga ) dengan Pengusaha Pabrlk lamnyd yaltu ' :
1. Nama Pabrik ~ :  ....(7)...... = .

NPPBKC ' Do (8)......
Alamat L 9)
Terhitung Mulai : ....(10)....°
2. Nama Pabrik FE
-~ NPPBKC
Alamat s (9)
: 'Terhltung Mu1a1 L ALE(T)
Pengusaha Pabrik sebagalmana tersebut chatas berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor:........ (11)......, produksi pabrlknya‘ digabung sebagai satu kesatuan

golongan pabrlk

Tanggapan atas kesimpulan sementara ini. dapat dlsampmkan dalam jangka

7 {tujuh) hari kerJa sejak surat-ini dltenma Apabﬂa dalam jangka walctu tersebut

. Saudara tidak menyampalkan keberatan Kaml anggap bahwa Saudara menerlma
kesimpulan semeritara ini. : :

Demikian disampaikan untuk menj adi perhatian.

_ __.Kepala Kantor .
- Wilayah/Direktur?),

_ Tembusan:
1. ... (14}...... _



Nomor (1}
Nomor (2}
Nomor (3}
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
- Nomor (9)
- Nomor (10)
Nomor (11)

Nomeor (12)
Nomor {13)
Nomor {14)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMI_IM

GIARTC\

NIP 195%()420198402 1001,

TAENTERF ICCUANGARN
AEPUBLIC INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai

Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat

Diisi nomor surat

Diisi pimpinan pabrik penerima surat

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat

Diisi alamat pabrik penerima surat

Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi masing-masing tanggal, bulan, dan tahun Hubungan
Keterkaitan mulai tefjadi

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan
Keterkaitan

Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat, antara lain:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

2. Direktur Cukai;

3. Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

/’ /



. LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI-KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN . TARIF  CUKAI  HASIL
.. TEMBAKAU . ~ . . _TERHADAD
-+ PENGUSAHA - 'PABRIK . ‘HASIL
TEMBAKAU  YANG  MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9

: -,‘-_KEIVIENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK. INDONESIA
' DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Temuan : ; R (2).....
Kriteria e (3)
Tanggapan  Perigusaha : .....;(4)....-'.
Pabrik :

Pendapat Kepala Kantor :. .....(5)....
Wilayah/Direktur Cukai o
Kesimpulan _ SRR () B

Demlman rlsalah ini dlbuat dengan sebenarnya dan merupakan bagian. yang tidak
terpisahkan darl Berlta Acdra Pembahasan Akh1r dan dztandatangam oleh: '

Pimpinan/Kuasa*).....(8)..... o o ,' ... Kepala Kantor Wilayah/ Direktur *)
(1)

...... (9)...... NIP:.....(12).....

..... (10}.... o

Pimpinan/Kuasa*).....(8)..... =~ - . -~ ... (13)..0...

...... (9):enn 5 (]4)

..... (LO)..... "NIPL{L5). .

: Cafatan:

*) Coret yang tidak perla



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) . Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
yang melaksanakan pembahasan akhir

Nomor (2) . Diisi uraian temuan adanya Hubungan Keterkaitan dengan
Pengusaha Pabrik lainnya

Nomor (3) . Diisi peraturan yang menjadi dasar temuan

Nomor (4) . Diisi sanggahan Pengusaha Pabrik atas temuan

Nomor (5) . Diisi pendapat Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
atas sanggahan Pengusaha Pabrik

Nomor (&) - . Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir

Nomor (7) . Diisi lokasi dan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya
pembahasan akhir

Nomor (8) . Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir

Nomor (9) . Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir

Nomor (10) . Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik  yang
melaksanakan pembahasan akhir

Nomor (11) . Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir

Nomor (12) . Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukal yang
melaksanakan pembahasan akhir :

Nomor {13) . Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir

Nomor (14) . Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti
pembahasan akhir

Nomor (15) . Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah
atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya AGUS D.W. MARTOWARDOJO
KEPALA BIRQUMUM, :

U
KEPAL%}%?X;QI'AN T.U“:‘-K:‘ErM‘-ENTERl

e #
—— ] .




LAMFIRAN II ‘ :
PERATURAN. MENTERI KEUANGAN .
NOMOR- 78 /JPMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
"DAN ~TARIF CUKAI  HASIL -

e " TEMBAKAU TERHADAP
MENTERI KEUANGAN - - . PENGUSAHA PABRIK HASIL
REPUBLIK INDONESIA TEMBAKAU YANG MEMILIKI

- 3 - HUBUNGAN KETERKAITAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pada harl 10 SO tanggal .........bulan..... ,..,tahun ............... (3), bertempat
o | SRR syt (4), kami: :

No. . Nama | NIP = Jabatan

o (=) PPV ' ...[6}... ' (7). ...(8)...

- Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindak lanjut adanya Pengusaha
Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan/ manajemen
- kunci/ penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS)/ hubungan keluarga*)’
. dengan Pengusaha Pabrik lainnya yaitu:

1. Nama Perusahaan D (9).....
Alamat R L (10).....
NPPBKC ' U 0 ) e

2.  Nama Perusahaan (9.
Alamat Dl (10).
NPPBKC : Do (11).....

dst. ‘ '

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Pengusaha Pabrik

1. Nama D e (12).....

‘ Jabatan ' PN (13).....

2. Nama T {12)..... _
~Jabatan : T e {13).....

dst. ‘

‘Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampiri risalah
pembahasan akhir.

Pimpinan/Kuasa*).....(14)..... Kepala Kantor Wilayah/
* : Direktur®)

....... {15)........ TSN § b TR

....... (16)....... NIP.......(18).......

Pimpinan/Kuasa®).....(14})..... ... (19})........
(1S).coeee 2 {20).nnnn

....... (16)........ NIP.......(21).......

Catatan:

*} Coret yang tidak perlu .



MENTERE IKEUANGAN
HEPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai

Nomor (1)
: yvang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (2) Diisi nomor berita acara pembahasan akhir
Nomor (3) Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembahasan akhir
Nomor (4) Diisi lokasi pembahasan akhir
Nomor {5) Diist nomor urut
Nomor (6) Diisi nama lengkap pejabat yang melaksanakan pembahasan
akhir
Nomor (7) Diisi NIP pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (8} Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (9) Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor {10} Diisi alamat pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (11) Diisi NPPBKC pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (12} Diisi nama pemilik - pabrik ataun kuasanya yang
melaksanakan pembahasan alkhir
Nomor (13) Diisi jabatan pemilik pabrik atau kuasanya yang
‘ melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (14} Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (15) - Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir
Nomor {16) Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (17) Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukaj yang melaksanakan pembahasan akhir
Nomor (18) Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukal yang
melaksanakan pembahasan akhir
‘Nomor (19) Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir
Nomor (20) Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
' Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir
Nomor (21) Diisi NIP pejabat yang dltunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah

atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM '
u.b. ,x:’/ e ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

k \'\J{Hu(ﬂ;ﬂ

''''''''' - éEMENTERIAN
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

iy T
%o Uiy i



PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA ............. (3)r i DL (8o

.- Mernimbang. = ..

Mengingat

Menetapkan

. PERTAMA =" F

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78/PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
. DAN TARIF CUKAIT HASIL
TEMBAKAU : TERHADAP
PENGUSAHA PABRIX HASIL
TEMBAKAU YANG MEM_ILIK.I

_ HUBUNGAN KETERKAITAN

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN ..ocooieiei(1)oerearn
NOMOR - (@il

TEN’TANG

AL .-Bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena L

U Qukal (NPPBKG) ".atds nama. Tl (B)a ldi L)
—'memlhkl Hubungan Keterkaltan dari aspek permodalan
manajemen kunéi, penggunaan bahan baku berupa
tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga;

~ b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam * huruf a, ‘perlu. menetapkan Keputusan tentang
‘Penetapan Hubungan Keterkaitan Pengusaha JPabrik Hasil
Tembakau ‘Atas Nama ._..'.'..‘-:,...;(3).‘7...;‘..;..; di et (e

1. Undang- Undang Nomor Il Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007. Nomor 105, T ambahan Lembaran Negara

‘ Repubhk Indonesia, Nomor 4’755) S

: 2 ‘Peraturan’ ‘Presiden . Nomor -~ 24 Tahun 2010 ‘ tentang

Kedudukan, Tugas dan’ Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Orgamsas1, ) Tugas dan Fungsi Eselon I
~ Kementerian Negaia; - -
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor vt tentang Penetapan
Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap

-Pengusaha Pabrik Hasﬂ Tembakau Yang Mermhkl Hubungan

";Ke terkaitan. - |
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN ... ) [ TENTANG PENETAPAN
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL

- _,TEMBAKAU ATAS NAMA (3) .......... Dz ......... GO

Menetapkan bahwa Pengusaha Pabmk dengan Nomcu Pokok-
- Pengusaha Barang Kena. Cukal (NPPBKC) ......... (5)
‘memiliki Hubungan Keterkaxtan dengan Pengusaha Pabrik
, lalnnya yait: .

PO

BRI PR



KEDUA
' KETIGA

. KEEMPAT

Catatan:

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Nama pabrik D e {5) T

NPPBKC D e (7)eeienennnn _
Alamat U (8)eereneane.
Terhitung mulai  : ........... (5] FOT
2.  Nama pabrik D e {5) PO
NPPBKC. D e 74 FOVUOR
Alamat T £33 PO
Terhitung mulat  : ........... ) TP
dst. : :

Penjelasan atas adanya Hubungan Keterkaitan sebagaimana
dimaksud di atas adalah sebagaimana tercantum dalam:

Pengusaha Pabrik yang mem111k1 Hubungan Keterkaitan dengan

~Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya disatukan

menjadi satu kesatuan golongan Pengusaha Pabrik.
Keputusan Kepala. Kantor Wilayah/Direktur®) ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan. '

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor
Wilayah)

Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Direktur Audit;

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;

Kepala Kantor Wilayah...... (11)...... ; (apabila  yang
menetapkan Direktur Cukai)

T' i e (12) i,

Asli Keputusan ini d1sampa1kan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dk

Ditetapkan di = : ........... (13).eienees
Pada tanggal ... (14)
.............. (15},

.............. A1 N

NIP v, Rk

*} Coret yang tidak perlu



1
2
3

Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor

" Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)
‘Nomuor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)

MENTERF I(EUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai

Diisi nomor surat keputusan

Diisi nama pabrik penerima surat keputusan

Diisi kota pabrik penerima surat keputusan

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat keputusan

Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan mulai
terjadi '
Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara dan/atau
berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya atau hasil
penelitian atas permochonan untuk dinyatakan tidak - memiliki
Hubungan Keterkaitan

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang
memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi kota tempat penetapan surat keputusan

Diisi tanggal penetapan surat keputusan

Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan

Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

o,

KEPALA BIRQ-.."‘-;"‘ Lok

u/

N s
NIP 19590420198402}







: Menimbang :

Mengingat

Menewpkan

 PERTAMA -

LAMPIRAN v ‘
. PERATURAN: MENTERI KEUANGAN
NOMOR:" 78 /PMK.011/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN  TARIF  CUKAI  HASIL
TEMBAKAU - TERHADAP
‘PENGUSAHA  PABRIK |, HASIL
- TEMBAKAU  YANG  MEMILIK
- HUBUNGAN KETERKAITAN

MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDQNESIA

i5-

KEMENTERIAN KEUANGAN.REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN ...'.:...-.“..'..(1.) ............

TENTANG

PEN CABUTAN PEN ETAPAN HUBUN GAN KETERKAITAN

a.

PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU -

ATAS NAMA (B, f._.._‘D.I RSN 3 IR

Bahwa pemegang Nomor Pokok Pencusaha Barang Kena

.~ Cukai (NPPBKC) atas. nama........ (3-)-.‘._'..., _dia.,.,.-;;;.(_4).'..:..._;... tidak
-~ lagi memiliki- Hubungan Keterkaltan dari aspek permodalan

manajemen “kunei,- penggunaan - bahan baku berupa
tembakau iris (TIS) “dan/atau hubungan keluarga dengan
Pengusaha Pabrik lainnya; ,

Bahwa  berdasarkan ‘pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan -Keputusan tentang

~Keputusan - Penetapan . Hubungan Keterkaitan Pengusaha
_Pabrlk ~Hasil - Tembgkau Atas Nama RAPTOTENN () IR

fUndang—Undang Nomor 11 “Tahun - 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,

'Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor

3613) sebagaimara-telah diubah dengan Urndang- Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

".Tahun 2007 Nomor 105, -Tambahan . Lembaran Negara
"Repubhk Indonema Nomor 4755); '

Peraturan Preszden_- Nomor . 24 ‘Tahuin 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta

- Susunan  Organisasi, Tugas,r dan Fungsi Eselon I
‘Kementerian Negara, - -

Peraturan Menteri Keuangan NOMOT ......... tentang Penetapan

- Golongan Dan Tarif -Cukai Hasil Tembakau Terhadap

: “Pengusaha, Pabrlk Ha311 Tembakau Yang Memlhlu Hubungan

= '-‘_J‘j‘Keterkaltan e o

IR “MEMUTUSKAN
: 'KEPUTUSAN (1) - TENTANG PENETAPAN
" HUBUNGAN KETERKAITAN =~ PENGUSAHA PABRIK HASIL
' TEMBAKAU ATAS NAMA 1.0 0 (8) e DI C N
"Menetapkan bahwa Pengusaha Pabrik dengan 'Nomor Pokole =
.. Pengusaha: Barang Kena Cukai (NPPBKC) G (B)itidake o

lagi memiliki Hubungan. Keterkaltan dengan Pengusaha Pr.—lbnk

lainnya, yaitu:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

C&tatdn

-?dgg;

*bw@}b&@

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
1. © Nama pabrik D {C) O
NPPBKC (D),
“Alamat -0 0 L (8),
- Terhitung mulcu T s (9] '
2.  Namia pabrik R e {B)
NPPBKC -~ ¢ i),
Alamat e {8)e
- Terhitungmulat . a9

-Pen_;elasan aféé tldak adanya Hubungan Keterkaltan
sebagaimana. dlmaksud i atas adalah sebagalmana tercantum

dalam: ..-..;;.:..(10} .........

Pengusaha Pabrik yang tidak 1ag1 mem111k1 keterkaitan dengan
Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksmya dihitung untuk
masing-masing pabrik. :

" Keputusan Kepala Kantor/Duektur) Ini mulal berlaku pada

tanggal dltetapkan

Sahnan Keputu san ini dlsampalkan kepada

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

2. Direktur Cukai; (apabﬂa yang menetapkan Kepala Kantor
- Wilayah) .

Direktur Pemndakan dam Penyldﬂ{an

Direktur Audit;

- Direktur Informa51 Kepabeanan dan Cukal ) _
. Kepala . Kantor Wilayah ...-,.:....(1 1)... - . (apabila. yang
-‘menetapkan Direktur Cukal) ‘ e

T 1),

Asli Keputusan ini dléampalkan kepada yang bersangkutan _
untuk dlpergunakan sebagalmana mestmya

Dltetapkan di o (13)..ieenen
Pada tanggal = @ ... (14)............
....'.'...'.'.l...(15) .................. S
ST (16) ................

NIP ... w17 e

: "} Coret yang t t1dak perlu A



Nomor (1

(1)
Nomuor (2}
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomeor (5)
 Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor {13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomuor (16])

Nomor (17}

Salinan sesuai dengan ashinys

KEPALA BIRO—UMUM

e

KL‘PAI} BAGIAN T““U.’

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
Diisi nomor surat keputusan

Diisi nama pabrik penerima surat keputusan

Diisi kota pabrik penerima surat keputusan

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat keputusan

Diisi nama pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan
Keterkaitan -

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi alamat pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan
Keterkaitan

Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan
beralhir

- Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara

dan/atau berita acara pembahasan akhir beserta risalahnya
atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan
tidak memiliki Hubungan Keterkaitan.

Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang
memiliki Hubungan Keterkaitan '

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan
Keterkaitan '

Diisi kota tempat penetapan surat keputusan

Diisi tanggal penetapan surat keputusan

Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan

Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai

Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atan Direktur Cukai

ttd.
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PENGUSAHA  PABRIK  HASIL
_ © TEMBAKAU  YANG  MEMILIKI
SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KETERKAITAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Pimpinan/Kuasa dari

Nama Pabrik

NPPBKC

NPWP

Alamat Pabrik
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memiliki/tidak memiiiki/
sudah tidak lagi memiliki*) Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen
kunci, penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS), dan/atau hubungan keluarga
dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:
No. Nama Pabrik NPPBKC Alamat Pabrik Sejak
1.
2.

dst.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian

hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi'sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Surat
Pengusaha Pabrik
Materai

Ttd

Catatan:
*) coret yang tidak perlu
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